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ABSTRAK

Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi berstatus Badan 
Layanan Umum (BLU), mewajibkan Unmul untuk melaksanakan segala 
jenis pelayanan secara mandiri, dan menerapkan tata kelola yang baik (good 
governance) melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan 
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/ 
atau perguruan tinggi. Perubahan khususnya menyangkut area kelembagaan, 
sumberdaya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan 
pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
transparansi, produktivitas, disiplin, serta etos kerja. Program reformasi 
birokrasi dan zona integritas dibutuhkan Unmul dalam rangka mewujudkan 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta 
Melayani (WBBM) yang dapat menunjang pembangunan IKN.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Perguruan Tinggi, IKN
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PENDAHULUAN

Perwujudan praktik tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan 
pendidikan tinggi (good university governance) membutuhkan suatu 
pembaharuan dan perubahan mendasar di antaranya melalui pelaksanaan 
program-program reformasi birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih 
(bebas korupsi, kolusi, nepotisme), akuntabel, profesional, produktif, efektif 
dan efisien, pelayanan publik berkualitas (layanan prima) (Purwanto, 2020; 
Sunarno dan Solihin, 2017), serta memiliki kepercayaan masyarakat yang 
tinggi. Monitoring dan evaluasi dalam tata laksana proses reformasi birokrasi 
dapat menjadi alat kontrol untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) sehingga 
penerapan reformasi birokrasi dapat menjadi langkah preventif yang efektif 
dalam menekan perilaku korupsi (Sangka et al., 2020).

Perguruan tinggi merupakan “institusi publik” yang memiliki tugas untuk 
mengabdi kepada masyarakat dalam bidang pendidikan sehingga dituntut 
untuk melakukan reformasi birokrasi (Sangka et al., 2020). Reformasi 
birokrasi pada perguruan tinggi sesuai amanat Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi di antaranya bertujuan untuk membangun Zona Integritas 
dan WBK/ WBBM pada satuan kerja dalam rangka mewujudkan pendidikan 
bermutu. Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
memiliki relevansi signifikan dengan pembangunan sebuah negara (Arifin, 
2022). Reformasi birokrasi yang diterapkan di Unmul diharapkan dapat 
menunjang pendidikan yang bermutu karena prinsipnya pendidikan bermutu 
menjadi modal pembangunan manusia suatu bangsa (Arifin, 2022) termasuk 
dalam menunjang Ibu Kota Nusantara (IKN).

PEMBAHASAN

Kebijakan Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi

Reformasi birokrasi secara umum merupakan proses menata ulang, 
mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi 
lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif ) (Yuliawati dan 
Prasetyo, 2018; Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2019). Dasar hukum 
pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:
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1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010–2025;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020–2024; dan

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Kemen PPPA, 2020).

Reformasi birokrasi pada perguruan tinggi menjadi suatu keharusan, 
mengingat perguruan tinggi merupakan bagian dari sektor publik (Sangka 
et al., 2020) yang masih banyak mengalami permasalahan terkait dengan 
birokrasi, di antaranya:

1. Organisasi di sebagian besar perguruan tinggi relatif besar;

2. Proporsi dosen yang menjabat struktural di perguruan tinggi relatif besar;

3. Proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) non-akademik relatif besar (di 
44% perguruan tinggi);

4. Inefisiensi, produktivitas, dan kualitas cenderung rendah; dan 

5. Resource sharing yang kurang dalam artian penggunaan sarana bersama 
belum optimal (Kemenristek Dikti, 2017).

Sasaran utama reformasi birokrasi meliputi: 1) birokrasi yang bersih, 
akuntabel, dan berkinerja; 2) birokrasi yang efektif dan efisien; dan  
3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik baik serta berkualitas (Labolo 
dan Indaryani, 2017; Anam et al., 2020). Reformasi birokrasi pada perguruan 
tinggi dilakukan untuk merevitalisasi perguruan tinggi dan menempatkannya 
pada persaingan global sehingga membutuhkan sistem yang secara terintegrasi 
mampu mengarahkan sumber daya nasional untuk dapat berperan aktif pada 
situasi global (Buntari, 2017).

Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman

Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi yang telah 
memiliki status sebagai Badan Layanan Umum (BLU), mewajibkan Unmul 
untuk melaksanakan segala jenis pelayanan secara mandiri mulai dari 
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mahasiswa, dosen, sampai tenaga kependidikan (pegawai) dan menerapkan 
tata kelola yang baik (good governance) melalui reformasi birokrasi. Praktik 
baik perwujudan good university governance (GUG) yang ditunjukkan dengan 
tata kelola yang menganut asas kredibilitas, transparansi akuntabilitas, 
bertanggung jawab, dan berkeadilan. Indikator keberhasilan tata kelola 
Unmul pada tahun 2021 telah memperoleh akreditasi A berdasarkan SK 
BAN-PT Nomor:1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017, tanggal 23 Mei 
2017, dan telah diperpanjang kembali berdasarkan Surat Keputusan BAN-
PT Nomor: 273/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi 
Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, sampai dengan 
24 Mei 2027. Pencapaian peringkat akreditasi “unggul” oleh Program Studi 
Kehutanan Fakultas Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT 
Nomor: 3591/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi 
Program Studi Kehutanan pada Program Sarjana Universitas Mulawarman, 
Kota Samarinda, sampai dengan 14 Juni tahun 2027. Universitas Mulawarman 
telah memperoleh pencapaian prestasi peringkat ke-14 dari 34 PTN BLU, 
pada Liga PTN BLU tahun 2022 (Surat Ditjen Dikti Ristek Nomor:1706/
E1/DI.04.02/2022 tentang Hasil Evaluasi IKU tahun 2021) (LP3M, 2022). 
Program reformasi birokrasi di Unmul mengacu pada Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010–2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map 
reformasi birokrasi 2015–2019, serta secara teknis berpedoman Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 
sampai dengan 15 Tahun 2011.

Reformasi Birokrasi Unmul diawali pada tahun 2017, dimulai dengan 
penyusunan tonggak-tonggak reformasi birokrasi tahun 2017–2025 dan 
penyusunan tim reformasi birokrasi (tahun 2017) yang meliputi delapan area, 
yaitu 1) Manajemen perubahan; 2) Penguatan pengawasan; 3) Penguatan 
akuntabilitas kinerja; 4) Penguatan organisasi dan/atau kelembagaan;  
5) Penataan tata laksana; 6) Penataan sistem manajemen sumber daya manusia 
aparatur; 7) Penataaan peraturan perundang-undangan; dan 8) Peningkatan 
kualitas pelayanan publik. 
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Universitas Mulawarman dalam rangka merencanakan dan 
mengimplementasikan reformasi birokrasi didukung oleh tim reformasi 
birokrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 777/KP/2022 
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas 
Mulawarman. Tim Reformasi Birokrasi bertugas untuk merumuskan road map 
pada setiap area dan quick wins, merancang rencana manajemen perubahan, 
mendampingi pelaksanaan quick wins, memelihara area yang telah maju,  
me-monitoring dan mengevaluasi secara berkala, dan sebagai agent of change. 
Tim Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman telah melakukan progres 
yang telah ditentukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian di antaranya:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan dengan 
melibatkan dari berbagai Satuan Unit Kerja yang terkait dan saling 
bersinergi, baik di tingkat fakultas maupun universitas.

3. Penyusunan Peta Proses Bisnis
 Penyusunan Peta Proses Bisnis Unmul dilakukan berdasarkan Standar 

Operasional Prosedur setiap unit kerja.

4. Bizagi
 Bizagi merupakan aplikasi yang mengemas SOP dalam sebuah room 

besar yang di dalamnya terdapat room kecil (berisi SOP unit kerja yang 
saling beririsan antara satu unit dan unit yang lain); 

5. Unit Layanan Terpadu
 Unit Layanan Terpadu (ULT) Unmul merupakan representasi dari 

reformasi birokrasi dan terlaksananya zona integritas, serta termasuk 
program percepatan (quick wins) dalam reformasi birokrasi.

6. Penentuan Fakultas Teknik sebagai Zona Integritas (ZI)
 Program reformasi birokrasi Unmul merupakan program terlembaga 

dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi 
yang responsif, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, efektif, 
efisien, bersih, berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai keadilan 
tanpa diskriminasi dan nilai profesional. Reformasi birokrasi yang 
telah dilakukan Unmul bersinergi dengan tujuan Unmul, yaitu: 1) 
memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien;  
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serta 2) memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas 
keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Unmul (good university 
governance).

Relevansi Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman  
terhadap Pembangunan IKN

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan memiliki peran strategis 
dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas secara 
intelektual, emosional, spiritual, serta kinestetik dalam rangka mempersiapkan 
pemimpin bangsa di berbagai sektor kehidupan. Reformasi birokrasi merupakan 
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/ 
atau perguruan tinggi, khususnya menyangkut area kelembagaan, sumber 
daya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan 
publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, 
produktivitas, disiplin, serta etos kerja pegawai. Birokrasi memiliki peran 
penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara karena berperan 
menopang pelaksanaan fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, 
regulasi, proteksi, dan distribusi. Birokrasi pada negara modern kehadirannya 
diperlukan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dalam 
memberikan layanan terbaik (Alfiandri, 2012), cepat, tepat, dan profesional 
kepada publik (Anam et al., 2020). Birokrasi digambarkan sebagai organisasi 
formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja terkait dengan peraturan, 
memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat 
pelayanan publik, pemisah yang tegas antara milik organisasi dan individu, 
serta sumber organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal (Yusriadi, 
2018). 

Reformasi birokrasi termasuk langkah strategis untuk membangun aparatur 
negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum 
pemerintahan, serta pembangunan nasional (Kementerian Pendidikan 
Nasional, 2010). Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional 
dengan karakter adaptif, berintegritas, transparan, bersih, mampu melayani 
publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar, serta kode 
etik aparatur negara untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) 
menjadi prioritas menuju pemerintahan kelas dunia. Pencapain sasaran-
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sasaran reformasi birokrasi secara bertahap di Unmul diharapkan mampu 
menghasilkan governance yang berkualitas. Kualitas governance yang semakin 
baik akan menghasilkan pembangunan (development outcomes) semakin baik 
pula. Governance yang berkualitas ditandai dengan 1) tidak ada korupsi;  
2) tidak ada pelanggaran; 3) APBN dan APBD baik; 4) program terselesaikan 
dengan baik; 5) perizinan seluruhnya selesai dengan cepat dan tepat;  
6) komunikasi dengan publik baik; 7) waktu (jam kerja) efektif dan produktif; 
8) menerapkan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; 
dan 9) hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, pralapangan kerja,dan 
propengurangan kemiskinan) (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2019). 

Reformasi birokrasi dalam suatu negara diarahkan pada proses transformasi 
mindset dan culture set pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga 
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Yusriadi, 2018). 
Birokrasi pada pembangunan IKN dapat berperan sebagai instrumen dalam 
masyarakat dan sebuah konsekuensi logis bahwa negara memiliki misi untuk 
menyejahterakan masyarakat (Yusriadi, 2018). Reformasi birokrasi dalam 
penyelenggaraannya diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang 
profesional dan akuntabel (Yusriadi, 2018). Orientasi pelayanan publik 
kepada masyarakat tidak hanya berperan untuk peningkatan kinerja birokrasi, 
tetapi juga menjadi unsur strategis dalam mengembangkan pelayanan 
birokrasi pemerintah di masa depan (Yasa et al., 2021). Penerapan nilai-nilai 
reformasi birokrasi harus sejalan dengan prinsip anti korupsi agar tertanam 
jiwa berintegritas (Huberts, 2018; Sangka et al., 2020). Praktik korupsi, 
khususnya di perguruan tinggi memberikan dampak negatif terhadap tata 
kelola dan sumberdaya manusia di suatu negara, antara lain rendahnya 
kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi, rendahnya kualitas 
pendidikan, rendahnya daya saing perguruan tinggi, serta terkikisnya nilai-
nilai kebangsaan dalam budaya korupsi lintas generasi (Salahudin et al., 2019).

KESIMPULAN

Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan dan/atau perguruan tinggi, khususnya 
menyangkut area kelembagaan, sumberdaya aparatur, akuntabilitas, 
pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik sehingga mampu 
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meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, disiplin, 
serta etos kerja. Program reformasi birokrasi dan zona integritas dibutuhkan 
Unmul dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) yang dapat menunjang 
pembangunan IKN. Upaya pelaksanaan program reformasi birokrasi dan 
zona integritas membutuhkan:

1. Optimalisasi peran tim reformasi birokrasi (di delapan area) di tingkat 
universitas dan zona integritas di tingkat fakultas dan/atau lembaga; 

2. Sinkronisasi semua sistem reformasi birokrasi di delapan area dengan 
zona integritas melalui digitalisasi; dan 

3. Pengembalian fungsi unit layanan terpadu sebagai bagian dari representasi 
reformasi birokrasi dan zona integritas.
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